PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 800/11/1V.06/2013

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ESHi

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
dst.

dst. .
MEMUTUSKAN :

Memperpanjang kontrak kerja sebagai Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang namanya tersebut dibawah ini :

Nomor v 22

Nama : GISKAR WIRA SANJAYA, S.H

Tempat/tanggal lahir  : BANDAR LAMPUNG, 10-09-1988

Pendidikan : S1. llmu Hukum

Jabatan/unit kerja : Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas. Kabupaten Lampung Selatan

Upah/gaji.bulanan : Rp. 600.000,00 )

Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan apabila melanggar peraturan atau tidak dibutuhkan lagi sebagai Tenaga
Harian Lepas Sukarela (THLS) maka akan diberhentikan serta tidak dapat menuntut hak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan; :

Setiap Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan tidak berhak menuntut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

Pembayaran upah/gaji bulanan dibebankan pada APBD Pemérintah Kabupaten Lampung

Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
Tahun 2013;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya. '

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan seperiunya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 04 Januari 2013

B '[IK\A\L\I‘ SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

RYCKO MENOZA Szp

Tembusan : Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. Kab. Lampung Selatan:



